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ABSTRAK

PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT
TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA
KABUPATEN OGAN ILIR

T

Oleh : =
Fiona Febriani Marpaung ‘
Ermadiani, SE, MM, Ak
Hj. Dewi Rina Komarawati, S.E, M.M, BKP, Ak.

Pada saat ini dapat dilihat begitu tingginya tingkat tunggakan PKB yang ada di
Kabupaten Ogan Ilir. Untuk itu peneliti ingin meneliti bagaimana prosedur yang
dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan tunggakan PKB apakah sudah cukup
baik atau tidak, dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat tunggakan
PKB itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana akan
menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Dimana. analisis
kuantitatifnya akan menggunakan uji t-test. Penelitian ini menunjukkan bahwa
prosedur penyelesaian tunggakan PKB yang dilakukan oleh pemerintah sudah
cukup baik, namum masih saja terjadinya peningkatan tunggakan P pada
Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2006-2012. Untuk itu pemerintah melaksanakan
program pemutihan tunggakan denda PKB berdasarkan pada Pergub No. 29
Tahun 2012. Dari hasil sementara berdasarkan grafik. tingkat tunggakan PKB
setelah dilaksanakannya pemutihan denda tunggakan PKB mengalami penurunan.
Namun berdasarkan uji t-test yang telah dilakukan tingkat tunggakan PKB
sebelum dan setelah dilaksanakannya Pemutihan denda tunggakan PKB tidak
terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan, yang dimana artinya penurunan
tingkat tunggakan PKB yang terjadi ini tidak dapat diberlakukan untuk seluruh
Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dimana sampel ini di ambil.

Kata kunci : Pajak Daerah, pemutihan pajak, tunggakan pajak

-



ABSTRACT

SETTLEMENT PROCEDURES TAX ARREARS MOTOR VEHICLE
(PKB) AND EFFECT ON THE LEVEL OF MOTOR VEHICLE
DELINQUENT TAX (PKB) AT OGAN ILIR

-.;.
Oleh : i
Fiona Febriani Marpaung LS 2
Ermadiani, SE, MM, Ak '

Hj. Dewi Rina Komarawati, S.E, M.M, BKP, Ak.

At this time it can be seen that the high level of arrears PKB's in Ogan llir
regency. To the researchers wanted to examine how the procedure is done by the
government in resolving the PKB arrears if it is good enough or not, and see how
they affect the level of arrears PKB itself. This research is a descriptive study
which will use qualitative analysis and quantitative analysis. Where quantitative
analysis will use the t-test. This study suggests that PKB arrears settlement
procedure conducted by the governmeni has been quite good, bui still only an
increase in delinquent tax value Ogan Ilir regency from years 2006 to 2012. To
implement the program, the government bleaching delinquent fines of PKB based
on Governor Regulation No. 29 in 2012. From the preliminary results based on-
the chart, the level of arrears of PKB afier the implemenra'ﬁonrbleaéﬁing PKB
decreased delinquent fines. However, based on t-test was done before the PKB
arrears levels and arrears after the implementation of collective fines Bleaching
no differences significant effect, which means that the decrease in the level of
arrears occurring PKB can not be applied to all taxpayers in the district of Ogan
Ilir where the sample is taken.

Key words: Regional Taxes, bleaching taxes, arrears taxes
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BABI

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang "
Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 19;5
tujuan Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial. Selain itu, Negara Indonesia merupakéﬁ salah satu Negara
yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu negara l?enempatkgn pajak
sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-r;yong nasional
serta dalam memajukan kesejahteraan umum, yang merupakan peran serta dan
kewajiban masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah menerbitkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah yang memberikan hak dan kewenangan kepa;la Pemerintah Daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas
Pembantuan. Sedangkan, tugas-tugas pemerintah daerah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan dekonsentrasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan telah

diatur pula pada Peraturan Pemerintah Dekonsentrasi dan Peraturan Pemerintah



Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan.
Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

5.

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taxaf
hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam rangka mewu;udkéi}
tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata
diseluruh Tanah Air ini dan ini juga tidak terlepas dari adanya pembangunan
daerah yang juga merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan
nasional. .

Pemerintah Daaerah berusaha mengembangkan dan memngkatkan
perannya baik dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka Iﬁenh:gkatkan
peran penyelenggaraan pemerintah tersebut baik melalui peml;angunan serta
pelayanan kepada masyarakat sekaligus' sebagai upaya peningkatan stabilitas
politik, sosial, ekonomi dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah
kepada kabupaten/ kota yang nyata merupakan jalan lebar yang harus kita sambut
dengan positif.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat mempunyai kepentingan yang
sama dalam hal penyelenggaraan untuk mengaturLrumah tangganya sendiri.
Pemerintah Daerah juga membutuhkan biaya dan dana untuk pembangunan
daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata,
pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber pada Pendapatan
Asli Daerah itu sendiri. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana

yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing—masing,h sehingga



nantinya dapat meningkatk;m pendapatan asli daerah itu sendiri untuk membiayai
rumah tangganya sendiri.
Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis

2.

" pungutan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daeraii
yang dipisahkan laba BUMD dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang salj
Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
mempunyai peranan penting dalam pembangunan yaitu pajak. Sehingga dalam
pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem dan beserta Undang-
undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut dlharapkan pengadaan
pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dlmaksunalkan pengﬁunaannya
demi untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari ‘mas;yarakal ,
Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk menmékatkan semua
sektor, karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara
akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana
yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan
makmur.

Pemungutan Pajak Daerah merupakan suatu perwujudan dari pengabdian
dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan
Pembangunan Nasional. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan
penting yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas



negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali
setiap potensi pajak yang ada.

Menurut Perda Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak
Daerah menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adaféi
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan ya;g |
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutén pajak daerah ada
padd anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri. Pcmeriﬁtah dalam hal ini
aparatur - perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban - me.lakukan ,
pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pem;muh:m 1;ewajiban
perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan
Perundang-undangan.

Akan tetapi dalam penulisan ilmiah ini, penulis hanya akan menjabarkan
dan menganalisis Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu Pajak
Daerah khususnya pajak daerah provinsi yang memberikan kontribusi yang cukup
besar bagi pendapatan pemerintah daerah yang dimana saat ini perkembangan
penggunaan kendaraan bermotor sudah sangat meningkat. Analisis tersebut
dilakukan karena diketahui bahwa begitu besar tunggakan pajak kendaraan
bermotor pada daerah Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Ogan Ilir saat ini.

Dimana dapat kita lihat data tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor

Kabupaten Ogan Ilir Sebagai berikut :



Tabel 1.1. Tingkat Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten

Ogan llir
Tshun Jumilah Tunggakan Tunggakan Jumlah
Wajib Pajak | PKB Pokok Denda PKB Tunggakan
2006 718 58.717.500 28.776.600 87.494.100
2007 2.494 218.154.150 106.912.750 325.066.900
2008 2.656 273.441.275 134.008.975 407.450.250
2009 3.972 425.736.125 208.647.525 634.383.650
2010 3.869 500.388.775 244.186.050 744.574.825
2011 6.025 960.361.850 311.089.875 1.271.451.725
2012 10.152 1.743.219.875 613.283.400 2.356.503.275

Sumber : Kantor SAMSAT Prov. Sumsel Kabupaten Ogan Ilir

Sedangkan diperkirakan, tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik mobil
maui)un sepeda motor di Sumatera Selatan pada tahun 2012 mencapai Rp 214.,9
miliar (Sﬁwijaya Post). Dan khususnya pada daerah Kabupaten ann Jir yang
merupakan kabupaten yang baru bertumbuh pada Provinsi Sumatera Selatan juga
memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor di tahun 2012 yang cukup besar
yaitu mencapai hingga 2,35 miliar. Untuk itu, penulis ingin melihat bagalmama
peranan Kabupaten Ogan Ilir dalam menyelesaikan tunggakan pajak kendaran
bermotor tersebut dengan melakukan penelitian dalam membuat penulisan yang
berjudul
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP

“PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK

TINGKAT TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

PADA KABUPATEN OGAN ILIR”



1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian tunggakan Pajak Kendaraan Bennot@f
Kabupaten Ogan lir. =

2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan pemutihan Denda atas Tunggakan Pajak
Kendaraan Bermqtor (Pergub Nomor 29 Tahun 2012) terhadap tingkat

tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.3.Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian tunggakm: Pajak
Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Ogan Ilir. R
2. Untuk melihat bagaimana peranan pengaruh pelaksanaan Pemutihan
Denda atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Nomor 29

Tahun 2012) terhadap tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4.Manfaat Penelitian
1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan i)enulis tentang pendapatan
daerah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa
Fakultas Ekonomi terutama Jurusan Akuntansi yang ingin melakukan

penelitian.



3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya
pihak pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk kebijakan pengelolaan

pendapatan daerah.

1.5.Sistematika Penelitian
Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disajikan

’kedalam lima bab yang dapat diringkas sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa yang melandasi atau
mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini, yang terdiri dari
K

latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

serta sistematika skripsi.

BABII TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori dan konsep-
konsep yang berhubungan dengan penelitian serta penulisan skripsi

ini, yang terdiri dari landasan teori yahg berhubungan dengan

variabel yang di bahas dalam penelitian ini, dan penelitian

sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.




BAB III

BABIV

BABYV

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup penelitian,

5
rancangan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, defeni??i"r

i o

operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diawali dengan menguraikan gambaran umum
potensi Kabupaten Ogan  Ilir beserta tinjauan ~singkat
Perckonomian Kabupaten Ogan Ilir, dlsertal deﬂgan hasil

penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.
-

-

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan simpulan yang
merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang sesuai dengan
perumusan masalah yang dibahas dan disertai dengan beberapa
saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang

-

terkait.
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